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BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta untuk menciptakan kemandirian dalam melaksanakan pembangunan nasional, dan seiring dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah pusat, mengenai otonomi daerah yang salah satunya dengan dikeluarkannya ketetapan MPR RI No.XV / MPR / 1998 yang menetapkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan peradilan keuangan pusat dan daerah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang menyatakan pemerintah daerah wajib berusaha mencukupi belanja rutin dengan pendapatan daerah sendiri, disamping itu penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu maka setiap pemerintah daerah beserta masyarakatnya berhak untuk mengelola potensi daerahnya masing-masing guna meningkatkan perubahan dan pelayanan didaerahnya. 

Di dalam Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah menempatkan otonomi daerah secara utuh pada Daerah Kotamadya dan Kabupaten. Daerah Kotamadya dan Kabupaten tersebut dalam kedudukannya sebagai daerah otonomi mempunyai kewenangan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.   

Dengan diberlakukannya otonomi daerah diharapkan adanya perubahan secara bertahap  bagi daerah yang bermula dari upaya mengurangi ketergantungannya dari pusat, menuju kemandirian daerah. Penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik propinsi, kabupaten, dan kota telah memberikan keleluasan bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi daerah dan melaksanakan pembangunan daerahnya.

Salah satu langkah guna mengantisipasi era globalisasi adalah pembenahan kebijakan fiskal dan moneter, yaitu dalam konteks kebijakan fiskal khususnya mengenai perpajakan daerah harus diupayakan adanya harmonisasi antara kebijakan fiskal pusat dengan daerah. Salah satu bentuk harmonisasi tersebut adalah sinkronisasi Sistem dan Struktur Perpajakan Pusat dan Daerah melalui reformasi Perpajakan Pusat dan Daerah, yaitu untuk lebih memberdayakan daerah melalui peningkatan pendapatan daerah agar mampu menjalankan otonominya.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yaitu Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan hasil reformasi perpajakan yang dibentuk dengan tujuan untuk lebih menyederhanakan dan memperbaiki jenis dan struktur perpajakan daerah, meningkatkan pendataan, memperbaiki Sistem Administrasi dan Retribusi Daerah, mengklasifikasikan retribusi, serta menyederhanakan Tarif Pajak dan Retribusi Daerah.

Untuk pelaksanaan pembangunan daerah tentunya diperlukan sumber pembiayaan. Sumber-sumber tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya kota Bandung, dana perimbangan dan pinjaman daerah. Untuk menjamin sumber pembiayaan tersebut, pemerintah daerah harus mampu memainkan perannya untuk dapat mengoptimalkan penerimaan-penerimaan tersebut khususnya dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Dimana potensi pajak dan retribusi daerah ini bila dikelola dengan benar dapat mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah (APBD). 

Pajak Parkir merupakan salah satu jenis pajak daerah tingkat II yang dikenakan atas penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Maka dari itu, pajak parkir mempunyai peranan yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung.

Oleh karena itu, diperlukan  upaya yang dapat mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya dari pajak parkir dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat solusi-solusinya dan pengawasan yang sebaik-baiknya tentang ketentuan-ketentuan pajak parkir agar setiap wajib pajak mengerti, memahami dan tentunya melaksanakan ketentuan tersebut. Apabila hal tersebut berjalan dengan baik dan benar, maka akan meningkatkan pendapatan daerah terutama dari hasil pajak parkir. 

Oleh sebab itu, maka setiap daerah harus dapat menganalisis seberapa besar potensi daerah yang dapat digali dan dikembangkan, serta selanjutnya dapat dilihat berapa target dan realisasi yang dapat dicapai dari potensi tersebut sehingga pada akhirnya seluruh potensi daerah yang ada dapat memberikan kontinuitas yang optimal terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Uji Beda Penetapan Target Pajak Parkir Dengan Pencapaian Realisasi Pajak Parkir  Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung”.
1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat mengidentifikasi dan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perkembangan Penetapan Target Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung Periode 2001-2005.

2. Bagaimana Pencapaian Realisasi Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung Periode 2001-2005.

3. Seberapa besar perbedaan Penetapan Target Pajak Parkir dengan pencapaian Realisasi Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
Maksud dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan pencapaian target terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2001-2005 Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Tujuan Penelitian antara lain : 
1. Untuk mengetahui Perkembangan Penetapan Target pajak parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung periode 2001-2005.

2. Untuk mengetahui bagaimana pancapaian realisasi Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung periode 2001-2005.

3. Dan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan penetapan target pajak parkir dengan pencapaian realisasi pajak parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Bagi Instansi/Lembaga 

Dapat dipergunakan sebagai bahan masukan, bahan pertimbangan serta evaluasi dalam menentukan kebijakan selanjutnya, serta dapat memberikan informasi mengenai penetapan target Pajak Parkir terhadap pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

b.
Bagi penulis


Dapat meningkatkan wawasan dan memperdalam pengetahuan juga pemahaman terhadap Pajak Parkir dan sumber-sumber Keuangan Pendapatan Asli Daerah kota Bandung.

c. 
Bagi Peneliti Selanjutnya


Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam memperluas wawasan guna meningkatkan informasi terutama pada pajak parkir dan sumber-sumber keuangan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dengan adanya ketetapan MPR RI No. XV / MPR / 1998 tentang pengawasan otonomi daerah dan Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, setiap daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk menjalankan otonomi daerah. Dimana dalam melaksanakan otonomi daerah tersebut dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya.

Untuk pembangunan daerah tersebut maka diperlukan sumber pembiayaan bagi daerah. Pajak dan retribusi daerah yang berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah,  merupakan salah salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar jumlah dan pengaruhnya bagi pembangunan disuatu negara, selain tergantung pada sumber daya manusianya dan dana yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Selain itu pajak sebagai sumber penghasilan atau pemasukan uang ke kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.
Menurut Rachmat Soemitro dalam buku Perpajakan menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

(2002 : 1)

Seperti yang telah diuraikan diatas, dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dan digunakan untuk pengeluaran negara. 

Pajak pusat merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk menunjang pembangunan dan belanja negara. Menurut Erly Suandi dalam buku Perpajakan  menyatakan  bahwa :

“Pajak pusat / negara ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, yang menyelenggarakannya di daerah, dilakukan oleh inspeksi pajak setempat dan hasilnya untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya”.








     
               (2002:1)
Pajak pusat terdiri dari beberapa jenis pajak yang diantaranya adalah:

1. “Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnyadimulai atau berakhir dalam tahun pajak”.

2. “Pajak Pertambahan nilai (PPn) adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai (value added) dari barang yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) apakah ia pabrikan, importir, agen utama, atau distributor utama”.             
3. “Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yangdikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya”.

4. dll.
                                                                                                                           (2002:1)

Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan yang didapatkan oleh masing-masing daerah dalam menunjang otonomi daerah. Menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan menyatakan bahwa : 

“Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah tersebut”.

        (2003 : 1)


Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 3 huruf a, pengertian pendapatan asli daerah (PAD) adalah :


“Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.                                                                                                         (1999:32)

Penyelenggaraan pemungutan hasil dari Pendapatan Asli Daerah tersebut diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Setelah meninjau terlebih dahulu tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD), berikutnya akan dijelaskan sumber-sumber yang menjadi penghasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu terdiri dari beberapa jenis pajak diantaranya adalah:

1. “Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran”.                                                                                                         

2. “Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap / istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya yang dapat dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran”.

3. “Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yang terdiri dari benda, alat, perbuatan atau media menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah”.

4.   dll.


 
                                                                                                                     (2004:5)

Berdasarkan uraian diatas, penulis hanya akan membahas atau meneliti pajak parkir saja, alasannya yang membuat penulis tertarik adalah semakin banyaknya penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan oleh orang pribadi atau badan. Seperti kita ketahui penggunaan tempat parkir ini dari tahun ketahun mengalami perkembangan yang pesat. Ini berarti menunjukan penerimaan-penerimaan pajak parkir pada daerah Kota Bandung juga akan bertambah. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak parkir dapat diperoleh apabila pengendaliannya baik, jangan sampai ada pajak yang tidak tertagih.

Selain itu yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah target dan  realisasi pajak parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Target dan realisasi yang akan diteliti yaitu periode selama 5 (lima) tahun dari 2001 s/d 2005. Sebelum meninjau lebih jauh kita harus mengetahui pengertian mengenai target dan realisasi itu sendiri, menurut asumsi peneliti bahwa target adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan atau bulanan, sedangkan realisasi adalah hasil nyata dari penerimaan target tersebut.  Cara perhitungan target pajak parkir ditentukan berdasarkan besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 20% dengan jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir, dan semua itu berdasarkan klasifikasi tempat parkir, daya tampung dan frekuensi kendaraan bermotor. Setelah ditetapkan cara perhitungannya maka ditentukan cara pemungutannya, untuk lebih jelasnya akan dibahas dalam bab berikutnya.
Setelah diberlakukannya otonomi daerah, maka pemerintah daerah harus bisa membangun daerahnya sendiri dengan menggunakan dana yang berasal dari daerahnya yang salah satunya yaitu berasal dari pajak parkir. Untuk melaksanakan pembangunan daerah ini diperlukan dana yang sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terus berupaya dalam menggali potensi dan sumber-sumber keuangannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan dana dalam pelaksanaan pembangunan daerahnya.

 Berdasarkan uraian dalam kerangka pemikiran maka penulis tertarik untuk membahas Analisis Uji Beda Penetapan Target Pajak Parkir Dengan Pencapaian Realisasi Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.Untuk lebih Jelasnya dapat kita lihat dalam Gambar 1.1 


















Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian.

Penulis melaksanakan penelitian di bagian retribusi pajak parkir pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yang beralamat di Jalan Wastukencana No. 2 Bandung 40111.

Adapun waktu untuk melaksanakan Penelitian dimulai sejak tanggal 1 Oktober 2005 sampai dengan Februari 2006.
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Hipotesis terdapat perbedaan antara penetapan Target tehadap pencapaian Realisasi
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Analisis Uji Beda Penetapan Target Pajak Parkir Dengan Pencapaian Realisasi Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung





PPh





PPN





PPnBM dll.








2
PAGE  

